SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN

Menimbang

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT

DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu

suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua
Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi,
dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus
Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat
dan martabat yang sama dengan sesamanya,

bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam
hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat
pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh
berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa
pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta
kurang optimalnya perlindungan negara terhadap
keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah
adatnya;

bahwa guna memberikan kepastian hukum serta
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ketentuan
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang maka perlu pengaturan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
memberikan pengakuan, perlindungan, pemberdayaan



ol
Mengingat : 1.
2.

(&%)

masyarakat hukum adat dan wilayah adat i Proving
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria {Lembaran Negara Republik
1)

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar:
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian  Baraf Dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat;

Undang-Undang Nomor 5 Tabhun 1990  fentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Elosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Pepithliic

Indonesia Nomor 34 19);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabhun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4940);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 fentang
Pengesahan International Covenant On Econamic Socicl
And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembara Negara
Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725};

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379) secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 fentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisiv dan Pulau-Pulan
kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 5490};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan [Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168&);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 feniang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Fepubliz

Indonesia Nomor 5234);sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentanz
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic
Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits
Arising From Their Utilization To The Convention On
Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses Pada
Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang

Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembag
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5412);

.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne; 2
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 951});

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeran
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20182 Namcy
157Y;

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutanan

Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 lentang
Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Linglkuungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
801);
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24.

25.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam
Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 330j;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/4/2019 tentang

- Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.37/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2019 tentang
Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1127);

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat
Hukum Adat;

Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban
Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 61};

. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEDOMAN

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT DI
PROVINSI PAPUA BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

L

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat
DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daecrah.

Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat dengan MRPB
adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki tugas dan
wewenang serta hak dan kewajiban dalam rangka perlindungan hak-hak
orang asli Papua dengan pembinaan terhadap adat dan budaya,
pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
sckretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi
Papua Barat.

Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua Barat
dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari
dana perimbangan yang besarnya satara dengan 2% (dua persen) dari
plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Pengakuan adalah pernyataan pengukuhan keberadaan masyarakat
hukum Adat.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan pengukuhan
keberadaan MHA oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat beserta hak ulayat dan hak tradisionalnya,
termasuk wilayah adat sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Pelindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daeraly
dan/atau Lembaga Hukum Resmi untuk melindungi wilayah dan hak-hak
masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain
termasuk penegakan hukum.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan
mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan
mengembangkan potensi yang dimiliki.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta
dipertahankan oleh masyarakat hukum adat setempat secara turun-
temurun.

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya di sebut MHA adalah kelompok
masyarakat sebagai subjek hukum secara turun temurun bermukim di
wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Hukum Adat adalah aturan dan/atau norma tertulis dan/atau tidalk
tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, mengatur, mengikat
dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

Hak Ulayat atau disebut nama lainnya adalah kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah
tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untul
mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam
wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya vyang
timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah dan tidak terputus
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antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang
bersangkutan.

Hak Tradisional adalah hak yang melekat dengan keberadaan Masyarakat
Hukum Adat atas wilayahnya.

Wilayah Adat adalah ruang hidup Masyarakat Hukum Adat yang
penguasaan dan pengelolaan dilakukan sesuai Hukum Adat.

Tanah Adat adalah bidang tanah yang terdapat pada Wilayah Adat yang

jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan Hukum Adat,

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam Wilayah Adat.

Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
Masyarakat Hukum Adat antara lain untuk melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari.

Lembaga Adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata
pemerintahan adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan
sejarah Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan
berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang
berlaku.

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah pengumpulan data dan
informast mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Verifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah penilaian terhadap identifikasi
masyarakat hukum adat.

Identifikasi Wilayah Adat adalah pengumpulan data dan informasi
mengenai batas-batas Wilayah Adat.

Verifikasi Wilayah Adat adalah penilaian terhadap hasil identifikasi
Wilayah Adat.

Penetapan Masyarakat hukum Adat adalah pengakuan Pemerintah
i
‘h

Daerah terhadap suatu kelompok masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum.

Penetapan Wilayah Adat adalah pengakuan Pemerintah Daerah terhadap
Wilayah Adat yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat
hukum adat.

Pemetaan Wilayah Adat adalah proses menerjemahkan bentang alam ke
dalam bentuk kartometrik berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata
kelola suatu Wilayah Adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-
praktik yang berlaku pada suatu Masyarakat Hukum Adat.

Peta Wilayah Adat adalah peta tematik dengan skala tertentu yang berisi
informasi mengenai batas luar Wilayah Adat.

Panitia Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut Panitia MHA adalah
panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota untuk
melakukan Identifikasi dan Verifikasi pemenuhan Masyarakat. Hukum
Adat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Provinsi Papua
Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Hak GGuna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak atas tananh
sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
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Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas
tanah sebagaiamana di diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak Pakai atas Tanah adalah ha katas tanah sebagaiamana di diatur
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Pemanfaatan Wilayah Adat adalah kegiatan memanfaatkan tanah atau
sumber daya alam diatas tanah pada Wilayah Adat berdasarkan

persetujuan Masyarakat Hukuim Adat dan berlangsung dalam batas walcti
tertentu.

BAB 11
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Asas dari Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

S @ e a0 o p

Sy

kemanusiaan;

pengakuan;

keberpihakan;

pemberdayaan;

perlindungan;

keadilan sosial;

kepastian hukum;

kesetaraan dan non-diskriminasi;
keberlanjutan lingkungan;
partisipasi; dan

transparansi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

a.

b.

d.

memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan MHA Papua beserta
Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adatnya;

melindungi hak dan memperkuat akses MHA Papua terhadap tanah, air
dan sumber daya alam;

memberikan pelindungan dalam rangka penghormatan pelaksanaan
kewenangan dalam Hak Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat MHA;

membangun kemampuan MHA dalam melaksanakan kewerangan Hak
Ulayat, Hak Tradisional dan Wilayah Adat.

meningkatkan kesejahteraan MHA Papua;

mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengaku:,
menghormati, melindungi hak MHA Papua; dan



g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan
penghormatan terhadap hak MHA Papua dan hukum adatnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah khusus ini meliputi:
keberdaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Papua;

pengakuan Masyarakat Hukum Adat;

a
b
c. pelindungan Masyarakat Hukum Adat;
d. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
e. pemanfaatan Wilayah Adat

f.  pendanaan;

g. pembinaan dan pengawasan;

h. larangan;

i. ketentuan penyidikan;

j.  ketentuan pidana

k. ketentuan peralihan; dan

1. ketentuan penutup.

BAB III

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PAPUA

Pasal 5
Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA Papua di Provinsi Papiia Barat.,
Pasal 6

(1} MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan sebagai subjek
hukum.

(2) Subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
komunitas suku, sub suku, keret dan marga yang berada dalam Wilayah
Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay.

(3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), MHA memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum berkaitan dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada
di dalam Wilayah Adatnya.

(4) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat berbentuk badan hukum atau bentuk lain yang diakui
oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memenuhi kriteria
dengan memiliki:
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letak dan batas Wilayah Adat

sejarah asal usul MHA;

hukum adat yang tumbuh dan berlaku;
kelembagaan atau sistem pemerintahan adat; atau

harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB IV
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib
memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA yang berada di wilayah
Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan
melalui proses penelitian hukum terhadap kriteria MHA.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada (1), dijadikan sebagai
pedoman dalam pemberian pengakuan.

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah  Daerah  Provinsi dan/atau  Kabupaten/Kota  dapat
mengikutsertakan perwakilan perguruan tinggi, pimpinan adat atau
anggota MHA yang ditunjuk dan lembaga swadaya masvaraket.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia
Pasal 10

Dalam melakukan pengakuan MHA Bupati/Walikota membentuk Panitia
MHA Kabupaten/Kota.

Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Lembaga Adat;

b. Majelis Rakyat Papua Barat;

c. Pemerintah Daerah;

d. Perguruan Tinggi; dan

e. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Siruktur organisasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.



Bagian Ketiga
Pengakuan
Pasal 11

Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal & dilaksanakan
melalui tahapan sebagai berikut:

a. identifikasi MHA;
b. verifikasi dan validasi MHA; dan
c. penetapan MHA.

Tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan oleh MHA.

Pasal 12

Bupati /Wali Kota melalui Kepala Distrik melakukan identifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan melibatkan MHA
atau kelompok masyarakat.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memperhatikan dan mencermati:

a. letak dan batas Wilayah Adat;
sejarah asal usul MHA;
hukum adat yang tumbuh dan berlaku;

kelembagaan atau sistem pemerintahan adat; atau
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harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada hasil
penelitian.

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan
persetujuan tertulis Kepala Kampung setempat dan/ atau Kepala
Kampung yang berbatasan dengan wilayah MHA.

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
dalam bentuk:

a. Surat; atau

b. Pembubuhan tanda tangan atau cap jari pada laporan hasil
identifikasi;

Pasal 13

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan
kepada Panitia MHA Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan
validasi.

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada avat (0]
diumumkan kepada MHA setempat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
MHA dapat mengajukan keberatan kepada Panitia terhadap hasi
verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 30 hari kerje.



Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 14

Panitia MHA Kabupaten /Kota menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi
dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada
Bupati/Walikota dalam jangka waktunya 14 (empat belas) hari kerja.

Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan
rekomendasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka walktin 30
(tiga puluh) hari kerja.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau Ichih daerah Kabupaten /Kota,
penetapan pengakuan MHA dengan Keputusan Gubernur.

Tata Cara penetapan dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa
Pasal 15

Dalam hal MHA keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

BABV
PELINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
wajib memberikan pelindungan terhadap MHA.

Pelindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh:

a. Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Pemerintah Kabupaten/kota; dan

c. Majelis Rakyat Papua Barat



Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 17

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab melindungi MHA dalam
wilayah Provinsi Papua Barat.

Pelindungan terhadap MHA dan wilayahnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi bagi
pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat;

b. sensus terhadap keberadaan MHA; yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

c. kebijakan khusus bagi melalui program pembangunan daerah; dan

wilayah adat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan
persetujuan MHA, pertimbangan dan persetujuan MRPB, DPRPB vang
diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pasal 18

Kewenangan Daerah Provinsi terkait pelindungan MHA, meliputi;

a.

b.

Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan
hak MHA, hak kearifan lokal, hak pengetahuan tradisional, terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di 2 {dua)
atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan
hak MHA, hak kearifan lokal, hak pengetahuan tradisional, terkait
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada 2 (dua} atau
lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan

Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan
kepala kampung berdasarkan hukum adat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

a.

b.

memberi perlindungan terhadap tempat sakral yang diakui oleh MHA
melalui penerbitan keputusan Gubernur;

melakukan pengawasan terhadap izin pemanfaatan Wilayah Adat yang
digunalkan oleh badan usaha dan pihak lain; dan

melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi MHA melalui program
khusus vang ditetapkan oleh perangkat daerah pada setiap tahun
anggaran.



(3)

Pasal 20

Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewajiban sebagai berilut:

a. menyediakan anggaran yang bersumber dari penerimaan khusus
Provinsi Papua Barat bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi,
perlindungan hak dan indentitas masyarakat pada Wilayah Adat;

b. menyediakan anggaran pada APBD Provinsi terutama bersumber pada
dana otonomi khusus maupun sumber lainnya yang disalurkan
kepada MHA dalam kegiatan pemetaan Wilayah Adat; dan

c. mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengenai
penggunaan Wilayah Adatnya.

Pemerintah Daerah Provinsi menunjuk Perangkat Daerah vang memiliki

tugas, wewenang dan fungsi dalam hal pemberdayaan dan perlindungan

MHA guna mengatur arah pengelolaan anggaran sehagaimana dimaksud

pada ayat {1).

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab melindungi
keberadaan MHA dalam wilayah pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pelindungan terhadap MHA dan wilayabnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur pelindungan atas
bagian wilayah adat dan pemanfaatan atas wilayah adat tertentu sevta
O = 3 P
pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya;

b. Sensus MHA;

c. Peraturan Daerah tentang keberadaan MHA dalam wilayah
pemerintahan daerah berdasarkan hasil sensus sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Kampung Adat;

e. Kebijakan daerah dalam program tahunan pembanguan dacrah dan
program jangka panjang daerah yang ditujukan bagi pelindungan
MHA;

f. Sosialisasi mengenai ketentuan hukum di bidang pertanahan;

g. Fasilitasi penyelesaian sengketa Wilayah Adat antar MHA maupun
MHA dengan badan usaha; dan

h. Pembinaan bagi MHA dalam hal pengelolaan Wilayah Adat

tidak menerbitkan izin pemanfaatan sehagian wilayah adat dan/atau
sumber daya alam yang terdapat di dalamnya kepada pihak lain apabila
tidak mememenuhi syarat-syarat sahnyva perjanjian.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melalkukan sensus sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, mengikutsertakan MHA melalui



pemimpin adat berdasarkan sistem kemimpinan yang dianut, lembaga
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan.

Pasal 23

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c

dapat dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukan
Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menghentikan sementara aktivitas badan wusaha yang mela ngger

kesepakatan bersama antara badan usaha dan MHA dalam pen gounaan
tanah ulayat;

b. menarik izin badan usaha yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan
dikalangan MHA; dan

¢. menghentikan aktivitas badan usaha dan menarik izin jika kegiatan badan
usaha menimbulkan konflik antar MHA dan badan usaha dan
menimbulkan kerugian bagi MHA.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:

a. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota
untuk kegiatan pemetaan Wilayah Adat;

b. menetapkan standarisasi nilai jual tanah berdasarkan NJOP sesuai
klasifikasi tanah;

c.  mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengensi
pemanfaatan Wilayah Adatnya;

d. memberi perlindungan terhadap tempat sakral;

e. menetapkan besaran nilai sewa dan kontrak atas pemanfaatan Wilayah
Adat;

f.  melakukan pengawasan terhadap izin atas pemanfaatan Wilayah Adat
dengan mengikutsertakan MHA,;

g. menyampaikan rencana penggunaan dan/atau pengelolaan wilayah adat
dan sumber daya alam MHA yang hendak dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota kepada MRPB;

h. menetapkan nilai standar sewa dan kontrak pemanfaatan tanah adat;

i. melakukan kegiatan pengakuan, pemberdayaan dan perlindungan hak
MHA dalam Peraturan Daerah Khusus ini;

j.  mengikutsertakan MHA dalam pengambilan keputusan mengensi
pemanfaatan Wilayah Adatnya;

k. membentuk tim penyelesaian sengketa konflik antara sesama MHA
dan/atau MHA dengan pihak lain;

I.  menyediakan dukungan pembiayaan dari APBD untuk pemetaan Wilayah
Adat sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) scjak Peraturan Daerah
Khusus ini ditetapkan setiap tahun anggaran sampai dengan secluruh
Wilayah Adat terpetakan;



1.

dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat
berupa bantuan fasilitas pemetaan, pakar maupun organisasi

pendamping serta dukungan lainnya yang mempercepat proses pemetaan;
dan

menunjuk OPD yang bertanggung jawab mengurusi semua hal yang

berkaitan dengan masyarakat hukum adat sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi.

Bagian Keempat
Majelis Rakyat Papua Barat
Pasal 26

MRPB sehagai lembaga kultur Orang Asli Papua wajib melindungi MHA
Papua di Provinsi Papua Barat.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:

a. melaporkan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami
MHA kepada lembaga negara yang berwenang;

b. mendampingi MHA dalam hal dilakukannya kesepakatan antara MHA
dengan pihak lain dalam pengunaan Wilayah Adat dan/atau sumber
daya alam; dan

c. mendampingi MHA baik perseorangan dan/atau kelompok vang
menghadapi permasalahan hukum.

BARB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

MHA berhak memperoleh Pemberdayaan.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penyediaan dukungan:

a. fasiltas;
b. sarana dan/atau prasarana; dan
c. pendanaan.

Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ()
dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 28

(1} Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemberdayaan bagi MHA.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:

a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;
h. bantuan modal;

¢. bimbingan teknologi;

d. penyuluhan; dan

€. penguatan kapasitas MHA melalui pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah Provinsi mengikutsertakan lembaga perguruan tinggi,
lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang telah memiliki
kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan MHA.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemberdayaan
MHA sesuai dengan potensi sumber daya alam pada wilayah adat dan
kearifan lokal yang dimiliki MHA.

(2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:

a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;
bantuan modal;
bimbingan teknologi;

penyuluhan; dan
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penguatan kapasitas masyarakat hukum adat melalui pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan MHA diatur dengan Peraturan
Gubernur.



BAB VII
PEMANFAATAN WILAYAH ADAT
Bagian Kesatu
Umum
Kewenéngan Pemanfaatan Wilayah Adat
Pasal 32

MHA berwenang dalam pemanfaatan Wilayah Adat.

Kewenangan schagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

e

h.

1,

1.

mengatur peruntukan dan penggunaan wilayah adatnhya sesuai

L tan )

karakteristik wilayah dan kearifan lokal;
memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya;

memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan
wilayah adat oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan
pihak lain;

terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan tentang rencana
pemanfaatan Wilayah Adat;

menolak kebijakan daerah maupun pihak lain yang hendak
memanfaatkan wilayah adat yang dipadang akan merugikan
kehidupan MHA dan hak-haknya;

menerima rencana pemanfaatan wilayah adat oleh pihak lain atas
persetujuan bersama dengan MHA yang dilakukan secara tertulis
dalam bentuk perjanjian;

memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya alam oleh pihak
lain yang terdapat dalam Wilayvah Adat;

memberikan saran dan pertimbangan dalam hat pemzm faatan sumber
daya alam kepada pemerintah, pemerintah daerah provins
pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha dan plh(ﬂ’ lain;

memperoleh pendampingan dari pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan usaha ekonomi
produktif berdasarkan kearifan lokal dan potensi sumber daya alam
yang dikuasai oleh MHA,;

melakukan pengawasan terhadap pihak lain dalam kegiatan
pemanfaatan Wilayah Adatnya;

memperoleh imbalan yang layak atas pemanfaatan dan pengalihan
sebagian Wilayah Adat kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis
yang dimuat dalam akta autentik;

memperoleh imbalan yang layak sesuai kesepakatan tertulis van
dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akse
MHA karena penetapan Wilayah Adatnya sebagai kawasan konservasi;
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mengajukan keberatan, laporan dan pengaduan kepada pihak yang
berwenang atas ketidaksesuainn dalam pemanfaatan Wilayah Adat;

menerima dan/atau menolak penetapan status Wilayah Adat untux
kepentingan tertentu dan

membentuk unit usaha.



Pasal 33

Masyarakat Hukum Adat wajib:

a.

menjaga kelestarian Wilayah Adat dan segala sesuatu yang terdapat di atas
dan di dalam dan segala sesuatu yang ada di dalam air dan di bawah dasar
laut;

melakukan penataan dan penentuan batas wilayah adat antar MHA;
menjaga dan memelihara pranata adat untuk dipatuhi oleh warga MHA;

mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas Wilayah Adat melalui
musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dengan meman faatkan nilai
kearifan budaya adat;

menghormati hak atas tanah atau ijin pemanfaatan sumber daya alam yang
telah dimiliki oleh pihalk lain sesuai peraturen perundang-udangan;

mencegah terjadinya kerusakan di Wilayah Adat beserta segala sesuatu
yang ada didalamnya;

menghormati penguasaan tanah bekas hak milik MHA yang diperoleh pihak
lain menurut ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan;

mendistribuskan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam
yang dilakukan secara mandiri atau kerjasama dengan pihak lain secara
adil kepada seluruh anggota MHAnya;

menyimpan sebagian dana ganti rugi yang diperoleh dari pemanfaatan
sumber daya alam dalam bentuk dana abadi untuk menjamin
kesejahteraan generasi mendatang; dan

mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah
dalam bentuk penyediaan tanah dalam Wilayah Adatnya untuk kegiatan
pengembangan sumber daya manusia pada MHA bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Agraria di Wﬂayah Adat
Paragraf 1
Jenis, Alas Hak dan Pihak
Yang Memanfaatkan Sumber Daya Agraria

Pasal 34

Jenis sumber daya agraria yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Adat terdiri
dari:

a.
b.

!

tanah;
tambang;
hutan; atau

kckayaan alam lainnya



(1)

Pasal 35

Alas hak pemanfaatan jenis sumber daya agraria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dapat diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang
berdasarkan kesepakatan tertulis dengan MHA.

Alas hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Hak atas tanah tertentu yaitu HGU atau HGB bagi badan
usaha/badan hukum atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan
Hak Pakai selama digunakan untuk kepentingan Pemerintal,
Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi;

b. Izin Usaha Pertambangan untuk pertambangan; dan

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

B

Pasal 36

Pihak yang diberi kesempatan memanfaatkan dan memperoleh alas hak atas
jenis sumber daya agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal

35
a.
b.

C.

adalah:
Pemerintah Daerah;
Badan Usaha; atau

Perguruan Tinggi

Paragral 2
Prosedur Pemanfaatan

Pasal 37

Prosedur pemanfaatan sumber daya agraria dalam Wilayah Adat dilaksanakan

melalui:
a. usulan rencana pemanfaatan yang disampaikan kepada MHA;
b. sosialisasi rencana itu kepada anggota MHA yang bersangkutan;
c. musyawarah antara MHA yang didampingi oleh MRPB dan pihak lain
dengan pihak yang mengajukan usulan rencana; dan
d. kesepakatan tertulis sebagai syarat pengajuan alas hak.
Pasal 38
(1) Usulan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasa 37 huruf a wajib
disampaikan secara tertulis kepada MHA dengan tembusannya kepada
Pemerintah Daerah, MRPB, DPRPB dan DRPD Kabupaten/Kota.
(2}  Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai;
a. tujuan pemanfaatan;
b. luasan tanah yang diperlukan;
c. jangka wakfu penggunaan; dan
d. bentuk imbalan yang diberikan.
(3) Apabila MHA menyetujui pemanfaatan tanah ulayat, Pemerintah Daerah

wajib melakukan pertemuan secara terbuka bersama MHA untuk



menyepakati mengenai hak dan kewajiban dari MHA serta hak dan
kewajiban dari Pihak yang memanfaatkan Wilayah Adat.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dibuat dalam bentuk
pernyataan tertulis antara MHA, pihak yang memanfaatkan Wilayah Adat
dan disaksikan oleh MRPB serta pihak tertentu yang disepakati.

(5) Hasil kesepakatan rencana pemanfaatan sebagaimana mana dimaksud
pada ayat (3), disosialisakan secara terbuka kepada seluruh anggota MHA.

{6} Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dijadikan
sebagai syarat pengajuan alas hak.

Pasal 30

Pemanfaatan Wilayah Adat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha
dan Perguruan Tinggi yang dilakukan melal1i tindakan kekerasan oleh
aparatur negara dengan alasan kepentingan umum tanpa persetujuan bersama
MHA, harus dipandang tidak sah, dan dianggap melanggar peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

MHA berhak secara bebas untuk menentukan dan memutuskan menerima
atau menolak rencana pengelolaan tambang dan hutan diwilayah adatnya
tanpa paksaan dari pihak manapun.

Paragraf 3
Pemanfaatan Hak Atas Tanah

Pasal 41

(1) Pemanfaatan tanah adat dan/atau Wilayah Adat untuk HGU, H(I3 dan
Hak Pakai oleh Pihak yang memanfaatkannya sebelum berlakunya
Peraturan Daerah Khusus, wajib ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRPB dan DPRD
Kabupaten /Kota.

(2) Perpanjangan penggunaan tanah untuk HGU, HGB dan Hak Pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan MHA
pemilik hak atas tanah atau Wilayah Adat.

(3) Perpanjangan penggunaan tanah untuk kepentingan schagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dalam bentuk
musyawarah bersama MHA.

(4) Apabila MHA tidak menyetujui pemanfaatan tanah adat dan/atau Wilayah
Adatnya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak
yang memanfaatkannya mengembalikan tanah adat dan/atau Wilayah

Adat kepada MHA.

Pasal 42

Tanah bagian Hak Ulayat yvang akan dilepaskan sementara kepada negara
untuk dibebani HGU apabila jangka waktu HGU berakhir, tanah akan
langsung kembali menjadi bagian Hak Ulayat MHA.



Paragraf 4
Izin Usaha Pemanfaatan Wilayah Adat
Pasal 43

Izin usaha pemanfaatan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ diberikan Pemerintah Dacrah kepada
pibak yang memanfaatkannya harus mendapat persetujuan dari MHA
pemilik Wilayah Adat setelah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksuid
dalam Pasal 38,

Penyampaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
diumumkan secara terbuka pada sistem informasi Pemerintah Dacrah dan
disebarluaskan melalui media massa cetak dan elektronik.

Persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguntungkan dan memberi kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum
Adat pemilik Wilayah Adat.

Pemerintah Daerah tidak dapat menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada pihak yang memanfaatkannya apabila mendapat
penolakan dari MHA.

Pasal 44

ljin usaha pemanfaatan Wilayah Adat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
yang menyimpang dari prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan
Pasal 38 harus dipandang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Wilayah Adat
Paragraf 1
Bentuk Penyelesaian Sengketa
Pasal 45

Penyelesaian sengketa atas pemanfaatan Wilayah Adat di antara warga
MHA atau pihak lain wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan
adat jika ada atau melalui rekonsiliasi atau mediasi.

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidalk
berhasil mencapai kesepakatan, dapat dilakukan melalui lembaga
peradilan tata usaha negara atau peradilan umum.

Paragraf 2
Tata Cara Penvelesaian Sengketa,

Pasal 46

Pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan dalam peradilan
adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk menyelesaikan
masalah dan menghasilkan kesepakatan.

Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. dibuatkan dalam berita acara kesepakatan;



b. ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai; dan

c. dibacakan dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan saksi.
Pasal 47

Apabila proses penyelesaian sengketa atas pemanfatan Wilayah Adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak tercapai, para pihak dapat
menyelesaikan  senglketa melalui lembaga peradilan  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyelesaian sengketa atas pemanfaatan sumber daya agraria
pada Wﬂay.\ Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Guber nur.

BAR VIII
PENDANAAN
Pasal 48

Pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini dibebankan pada APBD
Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Selain APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan
pihak lain guna pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini.

BAE IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan MHA Kabupaten/Kota di
wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan pelindungan
MHA kepada Gubernur.

Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan pelindungan MHA
Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

BAB X
LARANGAN
Pasal 50

Angonta MHA dilarang:

oD S

a. menjual dan/atau mengalibkan tanah adat dan/atau Wilayah Ada.
ltepada pihak lain tanpa persetujuan MHA; dan

b. melakukan kesepakatan dengan pihak lain tanpa persetujuan anggota

MHA dalam memanfatkan wilayah adat dan/atau sumber daya alam
pada wilayah MHA.



(2) Pemimpin adat dilarang melakukan kesepakatan dengan pihak lain untuk
memanfaatkan, mengalihkan dan mengubah status hak atas Wilayah Adat
tanpa persetujuan MHA; dan

(3)

Apabila anggota MHA dan/atau pemimpin adat melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi
adat melaui mekanisme peradilan adat.

Pasal 51

Setiap Badan Usaha dilarang:

.

b.

memiliki hal tanah dan/atau Wilayah Adat serta sumber dava alam
pada wilayah MHA;

mengelola sumber daya alam pada wilayah adat tanpa persetujuan
MHA;

melakukan tipu muslihat untuk menguasai, memiliki dan
mengalihfungsikan tanah dan/atau Wilayah Adat serta memperoleh
hak atas pengelolaan sumber daya alam pada Wilayah Adat;

mengalihkan status hak pemanfaatan tanah adat berupa HGU, HGB
dan Hak Pakai atas tanah dan/atau Wilayah Adat menjadi hak milik;
dan

menggunakan Kkekerasan dan/atau kekuasaan negara untuk

menguasai, memiliki dan melakukan pengelolaan atas tanah adat dan
sumber daya alam yang terdapat pada wilayah MHA.

Apabila badan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a.
b.
s
d.

€,

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
pencabutan izin;

pembatalan izin; atau

pembongkaran bangunan.

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilarang:

a.

menerbitkan izin penggunaan dan/atau pengelolaan tanah adat

dan/atau sumber daya alam pada wilayah MHA tanpa persetujuan
MHA;

melakukan perjanjian kerjasama atas pemanfaatan Wilayah Adat
dan/atau sumber daya alam MHA dengan pihal lain tanpa didasarkan
atas kesepakatan bersama secara tertulis antara MHA, Pemerintah
Daerah dan pihak yang berkepentingan;

memperpanjang masa berlaku HGU dan Hak Pakai atas Wilayah Adat
yvang digunakan oleh badan usaha setelah berlakunya Peraturan
Daerah IChusus ini; dan

mengalihkan wilayah MHA yang sedang digunakan dalam status HGU
untuk menjadi hak milik bagi pihak lain.



(2) Setiap pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI

(1} Penyidik PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinai dan/atay
Pemerintah Daecrah Kabupaten/Kota berwenang melakulkan penvidikan
atas dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah Khusus ini.

(2) Tata cara tindakan penyidikan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X1I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

(1) Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)

bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta rupiahj.

{2} Pejabat pemerintah dan/atau pemangku kepentingan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan
pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidara
denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

BAB X111
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan,
pelindungan, pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di
Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah Khusus ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangsn
dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 56

(1} Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah Khusus ini
diundangkan.



(2) Dengan berlakuanya Peraturan Daerah Khusus ini, maka:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya; dan

b. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah membuat Peraturan Daerah sebelum
diberlakukannya Peraturan Daerah Khusus ini, agar dapat
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Khusus ini paling lama 1
(satu) tahun sejak diundangkannya.

Pasal 57

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN
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I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN, PELINDUNGAN , PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT Dj

PAPUA BARAT

UMUM

fksistensi masyarakat hukuin adat beseria hak tradision alnya telah
mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2)
Undang-Undang dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang
mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Jaminan
Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Dalam kKetentuan Pasal 6 U ndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia mengatur hahwa ayat {1} Dalam rangka
menegakan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat
hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat
dan pemerintah; dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat,
termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan
zaman,

Selain dalam  perspektif konstitusi dan perlindungan HAM, dalam
perpektif penyelenggaraan otononi daerah i Indonesia, secarn khug
melalui Otonomi Khusus Papua, Masyarakat hukum adat Papua pada
wilayah Provinsi Papua Barat memperoleh jaminan perlindungan hukum

nelalul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenta ng Otonomi khusus
Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suaiu
kebijakan yang hendak memberi perlindungan, penghormatan dan
pemenuhan HAM Orang Asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan
terhadap hak Masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Pasal 43 yang mengatur mengenai pelindungan terhadap hak ulayat
masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat
hukum adat yang bersangkutan, Sebelum amandemen UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberi pengakuan pada
Masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, perlindungan terhadap hak
ulayat Masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
S tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubun gan  deng,
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak
mendapat pengakuan, pelindungan dan penghormatan oleh berh oihe k
dalam penggunaan hak ulayatnya beru YeNgA :
hak-haknya serta kurang optimalnya  perlindun gan  neg:
keberadaan masvarakat hukum adat;

41

. Baiam clam el
PUDd DENZANaian Gan pei

wwa terhadep

Hak ulayat yang dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama oleh
masyarakat hukum adat di Papua Barat yang terdiri atas wilayah darat
bescrta segala scsuatu yang ada diatas dan di dalam tanah, wilayah laut
perairan beserta segala sesuatu yang terdapat dasar dan di bawah dasar
laut, wilayah ruang udara yang melekat padanya merupakan karunia Tuhsn



Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari identitas masyarakat hukum
adat yang harus dikelola secara berkelanjutan bagi sebesar besar

kemakmuran Orang Asli Papua baik untuk generasi sekarang maupun yang
akan datang.

Jaminan tentang hak masyarakat hukum adat dalam lcet entuan
peraturan perundang-undangan lainnya vang diberlakukan, belum cukup

untuk memberi pengakuan, perlindu ngan dan memberdayakan maasvaralkat
atas hak atas tanah ulayat maupun wilayah adatnya secara keselurinhar.

Oleh karena itu guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4

Y Undang Undane

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus P 3 Drovi Papus
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahimn 2002

memberi tanggungiawab pada Pemerintah, Pemerintah Frovinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberi perlindungan dan
pemberdayaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan

s

dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Khusus tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta W ilayah Adat di Provinsi

Papua Barat.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

o
5
7
)
i
1

Huraf a.

Yang dimaksud dengan “asas kemanus
pemenuban halk asasi manusia yvang d
kewajiban utama, yaitu menghormati, melindun gi dan
memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh
karena itu, dalam konteks Masyarakat Hukum adat Papua
perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan

beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

I e
aan” adalah hahwa

uraikan dalam tign

1
i

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan” adalah bahwa
negara mengakui dan menghormati kesatuaniikesatuan
Masyarakat Hukum Adat Papua beserta haki thalk
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat serta memberikan jaminan
landasan  konstitusional bagi penyelenggara negara,
nana seharusnya masyarakat hukum adat
, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh

P 1

St 1 Ve ~ v Ty T ™
untuk engatur ;}t_tugﬂﬁh Lirdr a#an

1 5
penghormatan atas kebheradaan masyarakat hukum adat,

Huruf ¢

. 5 s 21 ey S - od s -
Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan” adalah bahwn

keberpihakan negara sangat penting dalam melindungi
kepentingan Masyarakat Hukum Adat Papua dalam mengeloia

it B

sumber daya aiam secara adil dan seimbang demi



kelangsungan kesejahteraan hidup Masyarakat Hulkum Adat
Papua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adaiah suatu
proses pembangunan yang mana masyarakat Hukum Adat
sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada dird
sendiri. Pemberdayaan tersebut hanya dapat terjad :
masvarakat tersebut ilkut serta dalam berpartisipasi dengan

herlandaskan pada prinsip kesetaraan, berkelarjutan dan
keswadayaan atau kemandirian

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah hahwa
adanya jaminan Masyarakat Hukum Adat Papua untuk
mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan.
Diantara hak-hak Masyarakat Adat Papua vaitu hak atas
Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas
pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan
hak atas lingkungan hidup

Huruff

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa
adanya perlakuan vang adil kepada masyarakat adat sehagei
Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik.
ekonomi, sosial dan hudayva bagi Masvaralat Hukinm Adat
Papua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah
bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara wajib
mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan,
kepatutan, dan keadilan serta jaminan terwujudnya hak dan

i L ALY

kewajiban masyarakat hukum adat Papua.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non-
diskriminasi” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atan
Pejabat Pemerintahan dalam  menetapkan dan/atan
mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  dengan

mempertimbangkan  kepentingan  para  pihak  secara
keseluruhan dan tidalk disleiminatil yvang mana sefias
anggota Masyararkat Hultum Adal Papua berhalk momiperaleh

pelayanan yang adil.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan”

adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global



bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada
kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia

berdiam dan hidup di dalamnya__. prinsip ini menc}'linﬂ}z«xu
manusia untuk bijaksana dalam melihs eksistensi
lingkungan sekaligus supaya mengelolanya mifum

cerdas,

Huruf j

Yar g dimalsud jr-*p(r,n; “asag y{,;h“nv;q T oadalabh adanva
;)Jl"tlulp‘ifﬂ penuh dfm efeltif dalam pembangunan di mana
setiap anggota masyarakat hukum adat terlibat dalam semua
tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam
pengambilan keputusan atas segala program atau proyek vang

dilakukan di wilayah kehidupan mereka

Huruf k

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah
keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencans,
pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yvang berdampals
pada pemenuhan akan pengakuan dan perlindungan
Masyarakat Hukum Adat.

Cukup jelas.

Pasal 4

Culkup jelas.

Pasal 5
Ayat (

1)

Yang dimaksud dengan “Subyek Hukum” adalah setiap orang

yang memiliki kewenangan dan mempunyai hak dan kewajiban
yang nantinya akan menimbulkan wewenang hukum.

Ayat (2]

Cukup jelas.

Ayat (3)

ng dimaksud fienm—m ""W'iicwah adat Doberay” dan “wilayah
at Bomberay” vah adat masyarakat hukum adat
i «mnu vang 'm,,rng_Af,}_v—,m E agian dart 7 (tujuh) wilayah adat i
Tanah Papua yang herada di wilayah hulum Provinsi Papua

Barat.




Yang dimaksud dengan “wilayah adat” yang meliputi:

a. wilayah darat mencakup tanah dan segala sumber daya alam
vang berada di dalamnya; dan

h. wilayah perairan

peraitan laut serta
dalamnya.
Ayal {5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal O
Cukup jelas.
asal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Culkup jelas.

Pasal 1t

Cukup jelas.

Culup jelas,
Pasal 19

Cukup jelas,
Pasal 20

Culkup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 2%

Culkup jelas,
Pasal 23

Crikoup jelas
Pasal 24

Culcup jelas,
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Culaup jelas,
Pasal 31

Cukup jelas.

)
32

Pasal
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jela
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Culaup jelas
Hurmif o

Tiisre beiie

Yang dimaksud dengan Bekayaan alan Iaiouya ania

herupa : air, dan golongan bahan galian ¢ seperii bati dan
pAasir.
Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



p

Pasal 37

Cukup jeias.

Culiup jelas.
Pamal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Culkup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Culiup jelas

Cukup jelas,
Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.



Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Culkup jelas.
Pasal 59

Culcup jelas.
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